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Abstract: This study aims to determine the law and consequences of 
murder cases on the inheritance they leave. The research method 
used is the research library on the study of the jurisprudence school 
of heirs who kill and are killed. Research has found that Fuqaha 
agrees that killing is a barrier to inheritance. People who kill do not 
inherit people who are murdered. The Maliki School argues that 
deliberate killing because of anger is the cause of the obstruction of 
inheritance, as for those committed because of defending rights, is 
not absolutely a barrier to inheritance 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dan 
akibat dari kasus pembunuhan terhadap warisan yang 
ditinggalkannya. Metode penelitian yang digunakan library 
research terhadap kajian mazhab fikih terhadap waris yang 
membunuh dan dibunuh. Penelitian menemukan bahwa Fuqaha 
bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang 
yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh. Mazhab 
Maliki berpendapat bahwa pembunuhan sengaja karena amarahlah 
yang menjadi sebab terhalangnya warisan, adapun yang dilakukan 
karena mempertahankan hak, tidak mutlak menjadi penghalang 
mewarisi 
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Pendahuluan 

Para Ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqih mawariṡ 

adalah wajib kifayah. Artinya kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang 

memenuhinya, dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi apabila tidak ada 

seorang pun yang menjalani kewajiban itu, maka semua orang menanggung dosa.1 Jadi 

meskipun secara hukum syariat mempelajari ilmu wariṡ adalah wajib bagi sebagian 

muslim (kifayah), namun tidak serta merta kewajiban yang tidak terbebankan kepada 

setiap muslim ini lantas dipandang sebalah mata. 

Di dalam buku Fiqih Mawariṡ, Ahmad Rofiq mengatakan bahwa warisan adalah 

harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan wariṡ ialah 

orang yang berhak menerima harta pusaka yang ditinggalkan.2 Ilmu yang membahas 

tentang pembagian harta warisan disebut ilmu faraiḍ. Pembagian warisan ini diatur oleh 

syariat Islam agar tidak menimbulkan permasalahan terhadap harta yang ditinggalkan. 

Dasar hukum tentang wariṡan disebutkan dalam firman-Nya : 

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/ 4: 7. 

للِر جَِالِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالَْْقْ رَبوُنَ وَللِنِ سَاءِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ  
 ﴾۱۱الن ساء: ﴿ ا قَلَّ مِنْهُ أوَْ كَثُ رَ نَصِيبًا مَفْرُوضًاوَالَْْقْ رَبوُنَ مَِّ 

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 

ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 

ditetapkan”. 

Harta peninggalan merupakan sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan 

oleh seseorang yang meninggal dunia (sesudah dikurangi utang-utangnya). Dalam hal 

orang yang meninggal dunia tersebut adakalanya terikat dalam suatu perkawinan, maka 

harta peninggalannya mencakup harta asal dan sebagian harta bersama sesudah 

dikurangi untuk pelunasan setiap utang-utangnya. Harta peninggalan sesudah 

dikurangi biaya penguburan, utang, dan waṣiat dinamakan tirqah. Tirqah inilah yang 

secara nyata merupakan harta wariṡan dan akan diberikan terhadap para ahli wariṡ dari 

orang yang meninggal dunia tersebut.3 

Islam mengakui hak milik pribadi, dapat berpindah kepada ahli wariś, karena 

pemiliknya meninggal dunia. Tetapi untuk menjaga nama baik orang yang meninggal ( 

beserta keluarganya ) dan untuk melepaskan dia dari semua beban tanggung jawabnya 

 
1Ahmad Rofik, Fiqih Mawariṡ (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 4. 

 
2Ibid., hlm. 3. 
3Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 19. 
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di hadapan Allah di akhirat kelak, maka Islām mewajibkan kepada keluarga/ahli wariṡ 

untuk secepat mungkin mengurus pemakaman dan pelunasan semua hutangnya.4 

Hutang-hutang itu harus segera diselesaikan, sebab selain karena amal-amalnya 

yang lain nasib si mayit seterusnya sangat tergantung pada hutang-hutangnya itu. 

Apabila simati memiliki hutang yang belum sempat dibayar sampai saat meninggalnya, 

maka sebagian harta peninggalannya harus digunakan untuk melunasi hutang-

hutangnya. Hutang-hutang si mayit harus segera dibayar setelah selesai biaya 

pemakaman (tajhiz).5 Hutang simati ada dua macamnya yaitu hutang kepada Allah ( 

Dainullah ) seperti zakat, pergi haji, pembayaran kafarhoh dan hutang kepada manusia ( 

Dainul ‘Ibad ). 

Kemudian kepada manusia itu dibagi menjadi dua : yaitu hutang yang bertautan 

dengan wujud harta peninggalan (seperti hutang gadai) yang disebut  dain’anniyah dan 

yang tidak bersangkutan dengan wujud harta yang disebut Dain mutlaqoh. Dan Daen 

Mutlaqoh juga dibagi dua yaitu :Daen sihhah (hutang sehat) atau hutang yang ada 

pembuktiannya dan daen marad (hutang sakit) atau hutang yang tidak ada 

pembuktiannya.Para fukaha berbeda pendapat tentang hutang macam apa yang harus 

dilunasi dulu apabila harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang-

hutangnya.6 

Fukaha Syafi’iyah berpendapat bahwa dainullah harus didahulukan pelunasannya 

dari pada dainul ‘ibad, Mereka beralasan dengan suatu hadiś riwayat dari Ibnu Abbas : 

هُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ   ُ عَن ْ اللََّّ
فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ أمُِ ي مَاتَتْ وَعَلَي ْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفَأََقْضِيهِ عَن ْهَا؟ قَالَ: "  

 ه البخارى ( نَ عَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللََِّّ أَحَقُّ أَنْ يُ قْضَى ) روا

“Seorang laki-laki menghadap Nabi saw seraya berkata ibuku telah wafat dan dia 

masih mempunyai tanggungan puasa sebulan lamanya. Apakah aku harus 

menunaikannya (membayar fidyahnya) ? Nabi bertanya pula : Andaikata ibumu 

mempunya hutang, apakah engkau melunasinya ? Dia menjawab ia. Nabi 

bersabda kalau begitu hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar ‘’.7 

 
4Masjfuk Zuhdi,Studi Islam, jilid III Muamalah(Jakarta: PT Grafindo persada,1993), hlm 57. 

 
5Nadjih Ahjad,Kitab Zanazah,(Jakarta : PT Karya Unipress 1991) hlm,33 

 

6Muslich Maruzi,Pokok-Pokok Ilmu Waris,(Semarang:Mujahidin,1981) hlm,18 

7Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdilah al-Bukhari, Ṣahih Bukhari, Juz 3  (Bairut: Dar al-Ilmiyah, 2012), hlm. 

35. 
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Menurut fukaha Hanafiyah kematian seseorang menggugurkan kewajiban 

kepada Allah. Dengan demikian dainullah juga gugur akibat kematian, kecuali kalau 

mereka bermaksud sekedar tabarru’ atau simati telah berwaṣiat untuk melunasinya. 

Adapun menurut fukaha Hanabilah bahwa memandang sama rata semua jenis hutang 

yang ada, tidak ada prioritas satu diantar lainnya.8 Setelah hutang kepda Allah selesai 

dilunasi baru dilunasi hutang kepada manusia yang ‘ainiyah, kemudian hutang sehat 

dan terkait hutang maraḍ kalau masih ada sisanya. Fukaha Malikiyah hampir sama 

pendapatnya dengan Hanafiyah bahwa urutan hutang yang harus dilunasi adalah : 

1. Hutang ‘ainiyah 

2. Hutang sehat 

3. Hutang sakit 

4. Hutang kepada Allah yang ada saksinya.9 

Kajian terhadap pendapat mazhab Hanafi Maliki, Syafi’i dan Hanbali  mengenai 

masalah prioritas penyelesaian dainullah dan dainul ibad dalam wariṡ berdasarkan hukum 

dan argumen yang diungkapkannya, bahwa adanya perbedaan dalam pemaknaan serta 

cara berfikir pada mazhab-mazhab tersebut, sehingga hasil hukum yang dikeluarkan 

berbeda-beda, maka menarik untuk mengkajinya secara akademis. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan (library research) 

yaitu dengan terjun ke perpustakaan untuk menghimpun bahan-bahan pustaka 

(literatur) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu prioritas 

penyelesaian dainullah dan dainul ‘ibad dalam wariṡ sifat penelitian ini adalah komparatif. 

Bahan-bahan hukum yang penulis butuhkan dan dapat, serta yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan pendapat imam Hanafi 

Maliki, Syafi’i dan Hanbali tentang prioritas penyelesaian dainullah dan dainul ‘ibad dalam 

wariṡ. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu 

penelitian yang meneliti, menggambarkan, dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal 

yang menjadi objek. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer dalam 

penelitian ini yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan kajian dalam 

penelitian ini, sebagai berikut buku-buku yang berkaitan dengan 4 mazhab. Serta bahan 

bacaan sekunder seperti buku: Fikih Sunnah Jilid XI karangan Sayyid Sabiq, Fikih Waris 

karya Fatchur Rahman, Fiqih Mawaris karanganAhmad Rofik. 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 
8Ibid, hlm.19.  

 
9Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdilah al-Bukhari, Op.Cit., hlm.12. 
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1. Prioritas Penyelesaian Utang Mayit Menurut Mazhab Hanafî 

Menurut pendapat Mazhab Hanafî, pelunasan utang mayit yang lebih 

diprioritaskan adalah dain ‘ainiyah lebih dulu harus dilunaskan melebihi tahjiz mayyit. 

Mazhab Hanafî sangat memperhatikan hubungan manusia dengan sesama manusia, 

sehingga hal sekecil apapun yang terkait kepentingan dan hak manusia, ia selalu 

menaruh perhatian. Pada dasarnya, hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafî sebagai 

landasan untuk menentukan prioritas utang si mayit ini terletak pada kewajiban sesama 

manusia lebih berat untuk ditunaikan karena manusia memiliki hubungan ketika selama 

mereka hidup di dunia. Persoalan yang berkaitan dengan dunia ini, hendaknya bisa 

dituntaskan agar si mayit bisa mendapatkan ketenangan ketika di akhirat.10 

Imâm Hanafî berkata dalam kitab al-Bahr ar-Râ’iq Syarah Kanz ad-Daqâiq:  

قَالَ رَحَِِهُ اللََُّّ )ثَُُّ بِدَينِْهِ( لقَِوْلهِِ تَ عَالََ }مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِِاَ أوَْ دَيْنٍ{ 
ُ وَجْهَهُ إنَّكُمْ تَ قْرَءُونَ الْوَصِيَّةَ مُقَدَّمَةً عَلَى الدَّيْنِ،  [ قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ  12]النساء:   اللََّّ

يْنَ عَلَى الْوَصِيَّةِ« وَلَِْنَّ الدَّيْنَ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَدَّمَ الدَّ وَقَدْ شَهِدْت »النَّبَِّ  صَلَّى اللََّّ
ةُ بِِلْوَاجِبِ أوَْلََ وَالت َّقْدِيُم ذِكْرًا لََ يَدُلُّ عَلَى  وَاجِبٌ ابتِْدَاءً وَالْوَصِيَّةُ تَبََُّعٌ وَالْبُدَاءَ 

الت َّقْدِيِم فِعْلًً وَالْمُرَادُ دَيْنٌ لَهُ مُطاَلِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ لََ دَيْنُ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّاراَتِ 
 11. الْوَرَثةََ أدََاؤُهَالَِْنَّ هَذِهِ الدُّيوُنَ تَسْقُطُ بِِلْمَوْتِ فَلًَ يَ لْزَمُ  ،وَنََْوِها

Imâm Hanafî rahimahullah berkata : )ِثَُُّ بِدَينِْه( kemudian dengan hutangnya. 

Firman Allah swt Q.S an-Nisâ 4:12 yang artinya :  

Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 

dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris.12 

Imâm ‘Alî ra. Berkata : Kalian mendahulukan wasiat daripada hutang. Dan Aku 

sungguh melihat nabi saw mendahulukan hutang daripada wasiat. Karena hutang itu 

wajib didahulukan sementara wasiat itu hanya berupa sedekah. Jadi mendahulukan 

yang wajib itu lebih utama. Adapun masalah didahulukannya kata wasiat daripada ad-

dain itu bukan berarti wasiat yang didahulukan. Adapun maksud hutang di sini ialah 

 
10Zainuddin bin Ibrâhim bin Muhammad atau dikenal dengan nama Ibnu Najîm al-Mishrîy, al-Bahr ar-Râ’iq 

Syarah Kanz ad-Daqâiq, (tt : Dâr al-Kutub al-Islâmîy, tth), Juz 8, hlm. 558. 
11Ibid., hlm. 230.  

 
12Rujuk ke kitab Shofwat at-Tafâsîr karya ‘Alî as-Shobûnîy, (Kairo: Dâr as-Shonûnîy, 1997), Juz 1, hlm. 241.  
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hutang yang dituntut dari seorang hamba bukan hutang seperti zakat, kaffarat dan 

sebagainya. Karena hutang seperti zakat dan kaffarat akan gugur ketika seseorang 

tersebut meninggal dunia, dan tidak wajib untuk membayarnya.13   

Jadi yang menjadi kesimpulan di sini adalah setelah penyelesaian hutang yang 

berkaitan dengan sesama manusia selesai dilunaskan, kemudian ahli waris mendapati si 

mayit memiliki hutang Dainullah, maka ahli waris tersebut bisa membayarkannya 

dengan suka rela tanpa adanya paksaan. Bila ahli waris tidak membayarkan hutang yang 

berkaitan dengan Allah, bagi Mazhab Hanafi itu tidak menjadi masalah. Argumennya 

sangat jelas bahwa ketika orang telah meninggal dunia maka hubungannya dengan 

perintah Allah sudah putus (kewajiban ibadahnya). 

2. Prioritas Penyelesaian Utang Mayit Menurut Mazhab Maliki 

Imâm al-Mâlikiyyah Abî Abdullah Muhammad bin Muhammad bin 

‘Abdurrahman al-Maghribîy berkata jika ia mati setelah kepemilikan dan belum sampai 

waktunya dan dia tidak menyia-nyiakannya. Maka ia diperintahkan untuk 

mengeluarkannya dimasa sakitnya atau berwasiat seperti itu maka diambil dari ra’si al-

mâl. Imâm Mâlik berkata  jika tidak diwasiatkan maka tidak diwajibkan untuk 

mengeluarkannya. Imâm Asyhab berkata : dari ra’si al-mâl walaupun tidak diwasiatkan 

atau tidak disia-siakan. Imâm Asyhab berkata tentang zakat fitri: Orang yang meninggal 

di hari raya ied al-fitri dan malamnya dan tidak diwasiatkan dia dari ra’si al-mâl, Ibnu 

Qâsim berkata : tidak diwajibkan untuk membayarnya kecuali diwasiatkan dari  ra’si al-

mâlnya. Ibnu ‘Arafah menukil perkataan Ibnu Rusyd dan menambahkannya : dan 

Nashnya yang terdahulu pada dua tempat. Yang pertama yang dikeluarkan yaitu biaya 

penguburannya, kemudian hutang kepada manusia dan diakhiri dengan hutang kepada 

Allah seperti zakat dan kaffarat.  

يعِ مَا  لَِْنَّ حُقُوقَ  ،تَ قَدَّمَ أَشَارَ الْمُؤَلِ فُ بِقَوْلهِِ ثَُُّ تُ قْضَى دُيوُنهُُ وَإِلََ جََِ
الْْدَمِيِ يَن وَحُقُوقَ اللََِّّ يَصْدُقُ عَلَي ْهَا كُلِ هَا دُيوُنٌ وكََذَلِكَ عِبَارةَُ الر سَِالَةِ: وَيُ بْدَأُ  

يْنِ ثَُُّ الْوَصِيَّةِ ثَُُّ الْمِ  يراَثِ. وَلِِذََا قَالَ شَارحُِهُ الشَّيْخُ يوُسُفُ بْنُ عُمَرَ بِِلْكَفَنِ ثَُُّ الدَّ
يْنِ الَّذِي بِعِوَضٍ وَالََّذِي يَ ثْ بُتُ بِِلْبَ يِ نَةِ أوَْ بِِِقْ رَارِ الْمَيِ تِ فِ صِحَّتِهِ أوَْ بِِِقْ رَارِ  هِ ثَُُّ الدَّ

يْنِ الَّ  ذِي بغَِيْرِ عِوَضٍ مِثْلِ الزَّكَاةِ الَّتِِ فَ رَّطَ فِيهَا  فِ مَرَضِهِ لِمَنْ لََ يُ ت َّهَمُ عَلَيْهِ ثَُُّ الدَّ
وَأقََ رَّ بِِاَ فِ صِحَّتِهِ وَالْكَفَّاراَتِ ثَُُّ بَ عْدَ هَذَا الْوَصِيَّةُ انْ تَ هَى. وَلَكِنَّهُ ليَْسَ فِ كَلًَمِ 

 
13Zainuddin bin Ibrâhim bin Muhammad, Op.Cit, hlm. 558.  
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حُقُوقَ الْْدَمِيِ يَن مُقَدَّمَةٌ  الْمُؤَلِ فِ وَلََ فِ كَلًَمِ صَاحِبِ الر سَِالَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ 
 14.عَلَى حُقُوقِ اللََِّّ تَ عَالََ 

Dari penjelasan sebelumnya, Pengarang mengisyaratkan dengan perkataannya   َُُّث
-kemudian tunaikanlah hutang-hutanngya. Karena hak-hak manusia dan hak تُ قْضَى دُيوُنهُُ 

hak Allah dibenarkan bahwa itu adalah hutang, seperti itu juga ibarat dalam kitab ar-

Risâlah : yaitu dimulai dengan pengkapanan kemudian hutang, kemudian  wasiat dan 

disusul dengan warisan. Oleh karena itu pensyarah kitab ini Syeikh Yûsûf bin ‘Umar 

berkata :  kemudian hutang ganti dan hutang yang berkaitan dengan bangunan atau 

dengan ketetapan mayyit selama hidup atau ketetapan di masa sakitnya bagi orang yang 

tidak memperdulikannya kemudian hutang tanpa ganti (‘Iwadh) seperti zakat yang 

disia-siakan padanya dan ia mengakui di masa sehatnya dan kaffarat kemudian baru 

wasiat. sesuatu yang menunjukkan bahwa hak-hak manusia didahulukan dari hak-hak 

Allah  itu bukanlah pernyataan pengarang dan pemilik ar-Risâlah ini, melainkan 

pernyataan pensyarah.  

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘Ulama Mazhab Mâlikiyah 

memprioritaskan mendahulukan membayar Dainul ‘Ibâd daripada Dainullah karena 

dainul ‘ainiyah atau hutang yang berbentuk harta atau benda-benda yang memiliki nilai 

lebih penting untuk diutamakan dibayar karena menyangkut hubungan dengan sesama 

manusia. Berbeda dengan Dainullah, ketika seseorang telah meninggal dunia maka 

Karena hutang seperti zakat dan kaffarat akan gugur dan tidak wajib untuk 

membayarnya. 

3. Prioritas Penyelesaian Utang Mayit Menurut Mazhab Syâfi’î  

Para ‘Ulama as-Syâfi’iyyah membagi tiga pendapat mengenai mana yang 

diprioritaskan antara dainullah dan dainulibâd. Berikut penjelasannya : 

Pertama, hak Allah lebih utama diprioritaskan, berdasarkan sabda nabi saw 

هُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   ُ عَن ْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ أمُِ ي مَاتَتْ وَعَلَي ْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفَأََقْضِيهِ عَن ْهَا؟ قَالَ:  

  15.عَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللََِّّ أَحَقُّ أَنْ يُ قْضَى )رواه البخارى("ن َ 

 
14Ibid., hlm. 409. 

 
15 Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdilah al-Bukhari, Sahih Bukhari, Juz 3 (Bairut: Dar al-Ilmiyah, 2012), hlm. 

35.    
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“Dari Ibnu ‘Abbâs radhiyallah ‘anhumâ berkata : Seorang laki-laki menghadap 

Nabi saw seraya berkata ibuku telah wafat dan dia masih mempunyai tanggungan 

puasa sebulan lamanya. Apakah aku harus menunaikannya (membayar fidyahnya) 

? Nabi bertanya pula : Andaikata ibumu mempunyai hutang, apakah engkau 

melunasinya ? Dia menjawab ia. Nabi bersabda kalau begitu hutang kepada Allah 

itu lebih berhak untuk dibayar". 

Kedua, 

 لَن مبناه علي التشديد والتأكيد وحق الله تعالَ  الْدمى دينيقدم 

قتل  مبني علي التخفيف ولِذا لو وجب عليه قتل قصاص وقتل ردة قدم
 16.القصاص

Didahulukan hutang kepada manusia karena itu sulit (berat) dan diperkuat adapun 

hak kepada Allah itu ringan. Oleh karena itu, jikalau wajib membunuh pelaku 

Qishâs dan membunuh pelaku murtad. Maka didahulukan membunuh pelaku 

Qishâs. Karena pelaku Qishâs hubungannya dengan manusia sementara pelaku 

murtad hubungannya dengan Allah.  

Ketiga,  

هُمَا  مَُا سَوَاءٌ لََ يُ قَدَّمُ أَحَدُهُُاَ عَلَى الْْخَرِ لِوُجُوبِ أدََائهِِمَا فَ يَخْرجُُ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ أَنََّّ
  17.بِقِسْطٍ مَا احْتَمَلَتْهُ التََّّكَِةُ 

Tidak ada yang didahulukan antara salah satunya karena kewajiban untuk 

membayar keduanya. Maka dikeluarkan masing-masing dari keduanya  sesuai 

prosentasi harta tinggalan mayyit.  

Imân as-Syamsuddîn Muhammad bin Abî al-Abbâs berkata dalam kitabnya Nihâyat 

al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj : 

ثَُُّ بَ عْدَ مُؤْنةَِ التَّجْهِيزِ تُ قْضَى دُيوُنهُُ الْمُتَ عَلِ قَةُ بِذِمَّتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ سَوَاءٌ قوله :
اَ  مَتْ  أَكَانَ للََِّّ تَ عَالََ أمَْ لِْدَمِيٍ  أوَْصَى بِهِ أمَْ لََ؛ لِْنََّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَإِنََّّ قُدِ 

 
16Abû Zakariyyâ Mahyuddîn Yahya bin Syaraf an-Nawâwîy, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth), Juz 6, hlm. 231. 

 
17Abû al-Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Muhammad bin Habîb al-Bashrî al-Baghdâdi, al-Hâwî al-Kabîr fi al-

Fiqh Mazhab as-Syâfi’i, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), Juz 3, hlm. 368. 
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يْنِ ذِكْرًا لِكَوْنَِّاَ رْثِ مِنْ حَيْثُ أَخْذُهَا   الْوَصِيَّةُ فِ الْْيةَِ عَلَى الدَّ قُ رْبةًَ أوَْ مُشَابَِةًَ لِلِْْ
مَتْ عَلَيْهِ بَ عْثاً  بِلًَ عِوَضٍ وَمَشَقَّتُ هَا عَلَى الْوَرَثةَِ وَنُ فُوسُهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ عَلَى أدََائهِِ فَ قُدِ 

 18. وُجُوبِ إخْرَاجِهَا وَالْمُسَارَعَةِ إليَْهِ  عَلَى

Perkataan  َُُّبَ عْدَ مُؤْنةَِ التَّجْهِيزِ   ث  kemudian setelah penyelenggaraan jenazah maka tunaikanlah 

hutang-hutangnya yang berhubungan dengan tanggungannya dari tirkah. Baik hutang 

kepada Allah maupun hutang kepada manusia, baik ia berwasiat ataupun tidak. Karena 

hutang merupakan hak yang harus ditunaikan olehnya. Adapun didahulukannya 

kalimat  ُالْوَصِيَّة daripada  ِيْن  sebagai pengingat bahwa wasiat menyerupai waris dari segi الدَّ

pengambilannya dengan tanpa ganti. Dan kesulitannya ialah pada ahli waris. Adapun 

jiwa-jiwa mereka yang berwasiat tenang dalam menunaikannya. Maka didahulukanlah 

kalimat  ُالْوَصِيَّة daripada  ِيْن  sebagai pesan agar segala kewajibannya ditunaikan dengan الدَّ

segera.  

، أمََّا الْمُت َ  عَلِ قَةُ وَيُ قَدَّمُ دَيْنُ اللََِّّ تَ عَالََ كزَكََاةٍ وكََفَّارةٍَ وَحَجٍ  عَلَى دَيْنِ الْْدَمِيِ 
اَ يَ ثْ بُتُ بِِِقْ رَارِ الْوَارِثِ سَوَاءٌ أَكَانَ  يْنِ، وَإِنْ كَانَ إنََّّ   بِعَيْنِ التََّّكَِةِ فَسَتَأْتِ ثَُُّ بَ عْدَ الدَّ

لَهَا كَمَا عُلِمَ مَِّا نَ قَلْنَاهُ عَنْ الصَّيْدَلََنِ ِ تُ نَ فَّذُ وَصَايََهُ وَ  مَا بَ عْدَ ثُ بُوتِ الْوَصِيَّةِ أمَْ قَ ب ْ
زَ فِ مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ الْمُلْحَقِ بِهِ لقَِوْلِهِ  أُلِْْقَ بِِاَ مِنْ عِتْقٍ عُلِ قَ بِِلْمَوْتِ أَوْ تَبََُّعٍ نُُِ

  19. تَ عَالََ }مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِِاَ أوَْ دَيْنٍ{

Dan didahulukan hutang kepada Allah  ( ََِّّدَيْنُ الل) seperti zakat, kaffarat dan haji 

daripada hutang kepada manusia ( ِ دَيْنِ الْْدَمِي). Adapun yang berkaitan dengan barang 

tinggalan maka itu ditunaikan setelah hutang, meskipun hutang tersebut hanya tetap 

dengan pengakuan ahli waris baik setelah tetapnya wasiat atau sebelumnya 

sebagaimana diketahui dari keterangan yang saya nukil dari Imâm Saidalâni 

dilaksanakan wasiat-wasiatnya dan sesuatu yg disamakan dengan wasiat yaitu 

 
18Imâm as-Syamsuddîn Muhammad bin Abî al-Abbâs, Nihâyat al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj, (Beirut: Dâr al-

Fikr, 1984), Juz 6, hlm. 6. 

 
19Imân as-Syamsuddîn Muhammad bin Abî al-Abbâs, Op.Cit, Juz 6, hlm. 7.  
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memerdekakan budak yang digantungkan dengan kematian atau berderma yg 

terlaksana pada saat sakit yg menyebabkan meninggal atau yg disamakan dengannya 

karena firman Allah  ٍمِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِِاَ أوَْ دَيْن 
4. Prioritas Penyelesaian Utang Mayit Memnurut Mazab Hanbali 

Imâm Manshûr bin Yûnus bin Idrîs al-Buhûtîy berkata dalam kitabnya Kasyâf al-

Qinâ an Matni al-Iqnâ’ dalam bab al-Farâ’id :  

وَ مُؤْنةَِ  وَإِذَا مَاتَ مَيِ تٌ بدُِئَ مِنْ ترَكَِتِهِ بِكَفَنِهِ وَحَنُوطِهِ وَمُؤْنةَِ تََْهِيزهِِ بِِلْمَعْرُوفِ.
تَ عَلَّقَ بِهِ أَيْ الْمَالِ حَقُّ رَهْنٍ أوَْ أرَْشِ دَفْنِهِ بِِلْمَعْرُوفِ مِنْ صُلْبِ مَالهِِ سَوَاءٌ قَدْ كَانَ 

بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، كَحَالِ الْْيََاةِ إذْ لََ يَ قْضِي دَيْ نَهُ إلََّ بِاَ فَضَلَ   جِنَايةٍَ أوَْ لََْ يَكُنْ تَ عَلَّقَ 
 20.عَنْ حَاجَتهِ وَتَ قَدَّمَ 

هِيزٍ بِِلْمَعْرُوفِ يُ قْضَى مِنْهُ دُيوُنهُُ سَوَاءٌ وَصَّى  وَمَا بقَِيَ بَ عْدَ ذَلِكَ أَيْ بَ عْدَ مُؤْنةَِ تََْ 
هَا بِِلْمُتَ عَلِ قِ بِعَيْنِ الْمَالِ، كَدَيْنٍ بِرَهْنٍ، وَأرَْشِ جِنَايةٍَ بِرَق َ  بَةِ الْْاَنِ  بِِاَ أوَْ لََ وَتَ قَدَّمَ وَيَ بْدَأُ مِن ْ

مَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الدُّيوُنُ للََِّّ تَ عَالََ كزَكََاةِ الْمَالِ وَصَدَقَةِ  وَنََْوهِِ ثَُُّ الدُّيوُنِ الْمُرْسَلَةِ فِ الذ ِ 
رَةٍ الْفِطْرِ وَالْكَفَّاراَتِ وَالَْْجِ  الْوَاجِبِ وَالنَّذْرِ أوَْ كَانَتْ لِْدَمِيٍ  كَالدُّيوُنِ مِنْ قَ رْضٍ وَثََنٍَ وَأُجْ 

لَفَاتِ وَجَعَالَةٍ اسْتَ قَرَّتْ وَنََْوِهَا وَالْعَقْ  لِ بَ عْدَ الْْوَْلِ وَأرَْشِ الْْنَِايََتِ وَالْغُصُوبِ وَقِيَمِ الْمُت ْ
يْنِ قَ بْلَ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَضَى بِِلدَّ ضَاقَ  وَغَيْرِ ذَلِكَ لِمَا تَ قَدَّمَ مِنْ أنََّهُ صَلَّى اللََّّ

    .21الْمَالُ تَََاصُّوا وَتَ قَدَّمَ 

Apabila seseorang meninggal maka mulai dikeluarkan harta tinggalannya dari 

biaya pengkafanannya, pewanginya, dan penyelenggaraan jenazahnya serta biaya 

penguburannya secara sepantasnya dari seluruh harta tinggalannya baik itu yang 

berhubungan dengan hak gadai, ganti rugi ataupun tidak ada hubungannya sama sekali 

dengan harta tinggalannya. Sebagaimana ia ketika hidup, ia tidak diwajibkan membayar 

hutang-hutangnya, kecuali biaya penyelenggaraan jenazahnya sudah terselesaikan.  

 
20Manshûr bin Yûnus bin Idrîs al-Buhûtîy, Kasyâf al-Qinâ an Matni al-Iqnâ’, (tt: Dâr al-Fikr, tth), juz 4, hlm. 

403-404. 

 
21Ibid., hlm. 404.  
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Dan apa yang tersisa dari biaya penyelenggaraan jenazah, maka ditunaikanlah 

hutang-hutangnya. Baik ia berwasiat ataupun tidak. Dan didahulukan membayar 

hutang yang berkaitan dengan barang tinggalan mayit seperti hutang gadai, ganti rugi 

tindak kejahatan bagi orang yang melukai. Kemudian hutang-hutang yang menjadi 

tanggungannya, baik hutang-hutang kepada Allah seperti zakat harta, sedekah fitri, 

kaffarat, haji dan nadzar ataupun hutang-hutang kepada manusia seperti hutang, harga 

yang belum dibayar, upah yang belum dibayar (ujroh), upah yang belum dibayar 

(ju’alah), denda bagi pembunuh (diyyat), ganti rugi tindak kejahatan, barang-barang 

ghosob, harga barang-barang yang dirusak, dan sebagainya. Karena nabi dulu membayar 

hutangnya sebelum wasiat, dan jika hartanya tidak cukup, maka ambillah bagiannya 

masing-masing (sesuai prosentasinya).     

 

 

Simpulan 
Dari penjelasan di atas tentang prioritas penyelesaian dainullah dan dainul’ibâd 

menurut empat mazhab dapat disimpulkan bahwa: 

Para ‘ulama Hanafîyah lebih memprioritaskan dainul’ibâd dari pada dainullah, 

dengan argumen dainullah seperti zakat dan kaffarat akan gugur ketika seseorang 

tersebut meninggal dunia, dan tidak wajib untuk membayarnya. Senada dengan ‘ulama 

Hanafîyyah ‘Ulama Mazhab Mâlikiyah juga memprioritaskan mendahulukan membayar 

dainul‘ibâd daripada dainullah. Adapun Para ‘Ulama as-Syâfi’iyyah membagi tiga 

pendapat mengenai mana yang diprioritaskan antara dainullah dan dainulibâd. Pertama, 

hak Allah lebih utama diprioritaskan, berdasarkan sabda nabi saw. Kedua, didahulukan 

hutang kepada manusia karena itu sulit (berat) dan diperkuat adapun hak kepada Allah 

itu ringan. Ketiga, Tidak ada yang didahulukan antara salah satunya karena kewajiban 

untuk membayar keduanya. Sementara itu, Mazhab Hanbali tidak mendahulukan antara 

keduanya. 

Adapun istinbath yang digunakan ulama empat mazhab adalah Ulama Hanafîyyah 

menggunakan al-Qur’an, Ulama Mâlikiyyah menggunakan metode al-Mashlahah, 

adapun Imâm as-Syâfî’i menggunakan hadîs Nabi saw dan Qiyas Sementara itu, ulama 

Hanbaliyyah menggunakan hadîs dalam penyelesaian dainullah dan dainul ibad dalam 

waris. 
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